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MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 95 TAHUN 2003

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

PADA SAAT MENJELANG DAN SESUDAH PELAKSANAAN 

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 perlu diciptakan situasi dan kondisi yang mendukung, melalui antara lain terpeliharanya stabilitas pemerintahan, sosial dan politik serta persatuan dan kerukunan masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada saat menjelang dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 periu diatur khusus penyelenggaraannya sehingga tidak mengganggu proses Pemilihan Umum;

c. bahwa berhubung dengan hal‑hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada saat menjelang dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat
:
1.
Undang‑undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang‑undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang‑undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang‑Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 101);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan dan Pernberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 269, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4069);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4070).

Memperhatikan
:
Hasil konsultasi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 19 dan 25 September 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PEMILiHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA SAAT MENJELANG DAN SESUDAH PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004.

Pasal 1

(1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2004 sampai dengan Mei 2004 diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang‑undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

(2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakhir masa jabatannya dalam bulan Januari 2004 dan Pebruari 2004 harus sudah diselesaikan dengan menetapkan calon terpilih selambat‑lambatnya pada bulan Desember 2003.

(3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakhir masa jabatannya dalam bulan Maret 2004 dan April 2004 harus sudah diselesaikan dengan menetapkan calon terpilih selambat‑lambatnya pada bulan Januari 2004.

(4) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakhir masa jabatannya dalam bulan Mei 2004 harus sudah diselesaikan dengan menetapkan calon terpilih selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Pebruari 2004.

(5) Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah lama.

Pasal 2

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya dalam bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 diberhentikan dari jabatannya dan diangkat Penjabat Kepala Daerah sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru hasil pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan, dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan.

(2) Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Kepala Daerah yang telah habis masa jabatannya dengan syarat pertanggungjawaban akhir masa jabatannya diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau diangkat Penjabat baru dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan oleh Pejabat yang berwenang atas pertimbangan Gubernur untuk Bupati/Walikota dan Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur.

Pasal 3

(1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan bagi Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang‑ undangan dengan penyesuaian waktu penyampaiannya.

(2) Penjabat Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Pejabat yang berwenang melalui Gubernur untuk Bupati dan Walikota, dan melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur sekurang‑ kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak dilantik sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Untuk terlaksananya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun program khusus sesuai dengan kewenangannya masing‑masing.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  Jakarta 

pada tanggal 3 Oktober 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

HARI SABARNO

